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A. Literature Review.

Teknologi sebagai salah satu alat dalam melaksanakan pembangunan ternyata menjadi salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Teknologi juga merubah orientasinya yang semula untuk kepentingan ekonomi semata menjadi berorientasi pada kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan. Untuk itu dikembangkan teknologi produksi bersih yang pada dasarnya merupakan upaya pengurangan dampak pada seluruh daur suatu produk teknologi, sejak pemilihan bahan baku produksi sampai dengan pembuangan limbah. Agenda 21 mengamanatkan agar negara-negara maju dapat membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kualitas produk industrinya melalui transfer teknologi termasuk kemudahan akses informasi dan promosi teknologi tradisional serta peningkatan kapasitas endogenousnya. Pada kenyataannya, proses transfer teknologi tersebut dirasakan lebih banyak menguntungkan kepentingan negara maju bahkan cenderung dirasakan ketidakadilan atas kepemilikan sumberdaya, pengetahuan dan teknologi setempat. Dilain pihak, adanya kemampuan negara berkembang dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang lebih sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhannya perlu mendapat perhatian, utamanya di dalam aspek pendanaan untuk diseminasi teknologi di dalam negara berkembang itu sendiri. Pada dasarnya diseminasi teknologi tersebut juga merupakan suatu bentuk transfer teknologi. Untuk iru, perlu kiranya dikoreksi praktek-praktek transfer teknologi yang selama ini terjadi dengan mencari sistem, mekanisme serta kelembagaan yang lebih baik yang dapat mendukung terciptanya kegiatan transfer teknologi ramah lingkungan yang menguntungkan semua pihak (Tusy Agustine Adibtoro, Jurnal Vol.3 No.2/2002).

Kerjasama antara Jepang dan Indonesia diawali dengan pemberian dana pampasan perang dan berbagai bantuan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan Piagam ODA, Jepang berusaha untuk melakukan kerjasama melalui pemberian bantuan ekonomi terhadap Indonesia. Maraknya ancaman lingkungan hidup di Indonesia dan sistem tata kelola yang belum memadai melatarbelakangiJapan International Cooperation Agency (JICA) sebagai lembaga bantuan luar negeriJepang untuk melakukanberbagaikerjasama melalui proyek-proyek utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia melalui JICA dalam bidang tata kelola lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan teori diplomasi ekonomi, serta konsep kebijakan luar negeri untuk menjelaskan bagaimana aktifitas pengelolaan bantuan menjadi alat untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi Jepang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa JICA telah memberikan kontribusi berupa bantuan teknis dan anggaran bagi tercapainya tujuan diplomasi Jepang bedasarkan Piagam ODA. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JICA di Indonesia dalam bidang lingkungan sudah sesuai dengan empat prinsip dasar implementasi ODA (Fildza Malifa Setiabudi, Skripsi 2018).

Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi eksternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan/usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha/kegiatan, maka kegiatan/usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut (Andri Gunawan Wibisana, Tesis 2018).

Selanjutnya, penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Table 2.1

Literature Review

	No
	Judul
	Penulis
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	· Prospek dan Permasalahan dalam Transfer Teknologi Lingkungan di Indonesia

· Jurnal Teknologi Lingkungan Hidup

· Vol.3 No.2/2002
	Tusy Agustine Adibtoro
	· Lokasi di Indonesia

· Transfer teknologi lingkungan
	· Indonesia – Belgia

· Transfer energi ramah lingkungan

· Jurnal


	2
	· Upaya-upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan

· Skripsi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

· Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, 2018
	Fildza Malifa Setiabudi
	· Tema lingkungan

· Lokasi Indonesia

· Skripsi
	· Indonesia – Belgia

· JICA (Japan International Cooperation Agency)

	3
	· Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai : Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara

· Tesis Fakultas Hukum 

· Universitas Indonesia, 2018
	Andri Gunawan Wibisana
	· Tema lingkungan
	· Indonesia – Belgia

· Tesis

· Dimensi hokum lingkungan


B. Kerangka Teoritik. 

Studi Hubungan Internaional merupakan disiplin ilmu yang interdisipliner. Perkembangan dan gerak dinamika dari kehidupan Internasional begitu pesat sehingga senantiasa menuntut adanya pengetahuan, pemahaman dan penerapan teori-teori dan metodologi yang senantiasa harus berkembang pula. Berakhirnya perang dingin menimbulkn terjadinya perubahan perhatian Internasional dari masalah klasik seperti masalah keamanan dan ideologi menjadi masalah-masalah seperti masalah kerusakan hutan dan lingkungan, masalah hak asasi manusia, masalah demokratisasi, dan masalah ekonomi pasar global. Masyarakat Internasional kini sedang diharapkan pada aneka masalah penebangan kayu ilegal di hutan-hutan tropis seperti Indonesia yang menjadi sedemikian krusial bagi eksistensi kemanusiaan di muka bumi. Adapun pengertian masalah global menurut Mohtar Mas’oed (2004 : 74), sebagai berikut :

Masalah muncul ketika suatu nilai terancam. Misalnya lingkungan menjadi masalah ketika air, udara, tanah terkena polusi. Adanya tiga aspek untuk menjadi masalah nilai ancaman dan solusi. Masalah menjadi global ketika dampak masalah tersebut mempengaruhi sebagian besar umat manusia dan tidak bisa diselesaikan oleh tindakan satu aktor negara sendiri-sendiri, baik negara bangsa maupun organisasi Internasonal. 

Masalah penebangan ilegal dan lingkungan hidup masuk dalam pembahasan politik Internasional, dimana aspek lingkungan sudah menjadi agenda politik dan pengaruhnya sangat besar terhadap negara-negara yang mempunyai permasalahan lingkungan. Oleh karenanya kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mencapai kepentingan bersama, hal itu merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional, tentu saja dengan menghormati kedaulatan dan hak-hak negara lain. Dalam hal ini Koesnadi Kartasasmita (1998 : 33) memberikan batasan gambaran kerjasama internasional, sebagai berikut :

Kerjasama internasional terjadi karena nation understanding dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama ini didasarkan oleh kepentingan bersama diantara negara-negara. Namun kepentingan itu tidak identik.

Tujuan yang paling mendasar dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh setiap negara adalah untuk memenuhi kepentingan nasional, karena bentuk kerjasama internasional yang paling dibutuhkan adalah dalam bentuk kerjasama ekonomi perdagangan termasuk tata niaga kayu log. 
Kerjasama internasional memerlukan adanya organisasi internasional yang dapat terjalin dengan baik,  sependapat dengan hal di atas Koesnadi Kartasasmita (1998 : 33) memberikan uraian mengenai organisasi internasional yaitu sebagai berikut :

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif.

Perkembangan isu lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan dunia internasional, sementara itu perkembangan isu lingkungan hidup di tingkat internasional menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup tersebut meliputi permasalahan pertambahan penduduk dan keseimbangan lingkungan global yang semakin memburuk.

Ada berbagai aspek pemasalahan lingkungan yang menjadi pembicaraan di berbagai konferensi. Seperti yang dikemukakan oleh Harun M. Husein (2012 : 2), sebagai berikut :

Mengenai masalah lingkungan menghangat kembali, yang kemudian menjadi agenda global karena menjadi masalah yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia. Masalah pemanasan global, hujan asam, lubang ozon, dan penebangan ilegal menjadi topik pembicaraan para pakar lingkungan untuk membahasnya. 

Perkembangan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan dunia Internasional, sementara itu perkembangan kehutanan di tingkat Internasional menunjukkan bahwa permasalahan kerusakan hutan dengan adanya penebangan liar semakin memperburuk nilai ekonomis produksi hasil hutan. Untuk Indonesia, konsep lingkungan hidup dapat diterangkan sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1, bahwa :

Lingkungan hidup adalah kesatuan rang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelngsungan peri-kehidupan, dan kesejahteraan manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya. (Harun M. Husein, 2012 : 2) 

Masalah penebangan ilegal sangat besar sekali pengaruhnya terhadap Indonesia, karena itu mengharuskan Indonesia mematuhi peraturan-peraturan hasil konferensi mengenali lingkungan hidup. Persiapan Indonesia dalam menghadapi dunia Internasional pada konferensi Rio de Jenerio berupa persiapan yang mencakup bidang kehutanan, khususnya masalah kerusakan hutan dan penebangan ilegal (ilegal logging). Adapun definisi kerusakan hutan dapat diakibatkan oleh adanya penebangan ilegal menurut Otto Soemarwoto (2010 : 2), sebagai berikut :
Kerusakan hutan terjadi apabila terjadi penebangan hutan secara ilegal sehingga hutan berubah menjadi hutan rawang, yaitu hutan dengan tegakan pohon yang jarang sehingga dibawahnya berkembang padang rumput. Disamping itu terjadi konversi hutan menjadi tataguna lahan nir-hutan. 

Penyebab tingginya laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan ilegal di Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya menurut Emil Salim (5 Agustus 2001), sebagai berikut : 

Penebangan ilegal di Indonesia berawal dari kebijakan pembagian HPH pada awal rezim orde baru. Pada awal areal HPH yang sebenarnya merupakan satu-satunya pengelolaan untuk kelestarian hutan. 

Dari penyalahgunaan HPH ini pengelolaan hutan yang baik semakin jauh dari apa yang tertulis pada peraturan tentang pengelolaan hutan. Fathi Hanif (1999 : 1), sebagai berkut : 

Pengelolaan hutan di Indonesia lebih menitikberatkan pada eksploitasi, karena sejak semula pemerintah memang sangat menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. 

Adanya kesenjanagn antara kondisi hutan di Indonesia dengan kondisi perekonomian Indonesia, mengakibatkan adanya ketergantungan negara Indonesia pada negara-negara maju untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Loggena Ginting (24 Maret 2000), sebagai berikut : 

Ekonomi makro, baik domestik maupun Internasional, seperti utang pemerintah, memiliki hubungan kuat terhadap menyusutnya kawasan hutan. Bantuan dan utang Internasional menciptakan ketergantungan pemerintah kepada negara-negara maju dan berkecenderungan menyerap sumber daya selatan ke utara. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya deforestasi adalah merupakan gambaran ketidakadilan sosial Internasional dan nasional. 

Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi hukum lingkungan yang harus ditaati oleh negara-negara yang bersangkutan, Harun M. Husein (2012 : 35), mengidentifikasikan hukum lingkungan hidup sebagai berikut :

Hukum lingkungan hidup Internasional merupakan segenap himpunan peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, yang pelanggaran atasnya diancam dengan sanksi Internasional. 

Hukum lingkungan hidup internasonal tersebut di atas harus diimplementasikan oleh semua negara untuk mengatasi permasalahan lingkungan berupa penegakan hukum lingkungan tersebut. Adapun pengimplementasikan hukum lingkungan hidup menurut Harun M. Husein (2012 : 41), sebagai berikut :

Pengimplementasikan hukum lingkungan merupakan penerapan hukum lingkungan melalui  upaya-upaya  yang   bersifat  persuasif-edukatif (preventif)  dan  dimensi  hukum  yang bersifat  represif,  yakni penindakan hukum bagi para perusak atau pencemar lingkungan. 

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa untuk menanggulangi penebanagn ilegal, Indonesia harus melakukan persiapan yaitu strategi keluar berupa penyusunan konsep yang jelas mengenai permasalahan penebangan ilegal terhadap hutan Indonesia dalam menghadapi dunia internasional dan strategi ke dalam berupa pengimplementasian hukum lingkungan hidup dan peraturan baru yang dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang mengacu pada prinsip dan pedoman yang telah disetujui secara internasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengajukan asumsi sebagai berikut :

1. Kerusakan lingkungan adalah permasalahan lingkungan berupa kerusakan hutan tropis yang diakibatkan oleh adanya eksploitasi hutan besar-besaran seperti penebangan kayu ilegal, mengalihkan fungsi hutan, dan lain-lain.

2. Persiapan Indonesia berupa strategi keluar belum optimal karena berbagai faktor, seperti belum adanya sumbangan berarti dari para pakar Indonesia untuk persiapan ini, belum ada pula usaha dari pemerintah untuk menggalang tenaga mereka itu.

C. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis, sebagai berikut : “Kerjasama Indonesia – Belgia melalui transfer teknologi dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengembangkan energi terbarukan, maka energi ramah lingkungan di Indonesia dan pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya adalam dapat diperbaharui”.


Adapun definisi operasonal dari hipotesis di atas adalah :

1. Transfer teknologi Belgia kepada Indonesia merupakan upaya Indonesia untuk lebih memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, karena Belagi merupakan negara yang telah berhasil penggunakan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan terbaik di dunia.
2. Kementerian lingkungan hidup Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
3. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi.

4. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaanya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan secara alamiah atau bantuan (rekayasa manusia). Contoh sumber daya hutan dan sumber daya hewan.
D. Operasionalisasi Variabel.

Operasionalisasi variabel yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Operasionalisasi Variabel

	Variabel dalam Hipotesis
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel bebas :

Kerjasama Indonesia – Belgia melalui transfer teknologi dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengembangkan energi terbarukan
	1. Transfer teknologi ramah lingkungan

2. Kementerian Lingkungan Hidup
	1. Industri pengolahan limbah

2. Institusi pengawasan limbah

3. Kualitas lingkungan di Indonesia

1. Tugas pokok

2. Fungsi

3. Visi dan misi

4. Program kerja

	Variabel terikat :

Maka energi ramah lingkungan di Indonesia dan pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya adalam dapat diperbaharui
	1. Pemanfaatn teknologi ramah lingkungan

2. Pengembangan energi terbarukan

3. Sumber daya alam 
	1. Sumber daya alam.

2. Sumber daya manusia

1. Tenaga surya

2. Tenaga angin

3. Arus air proses biologi

4. Panas bumi

1. Rekayasa teknologi

2. Penguasaan teknologi

3. Penemuan teknologi 


E. Skema Teoritik Penelitian.

Skema teoritik penelitian yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :
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